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- . Kesadaran: masyarakat inter-
".inasmnai akan pentingnya pet-

- Ehndungan hak hak asasi manusia
(HAM) sangat meningkat dalam

tempo lebih dari dua dekade
terakhirini. . = '

. Dari. Afrlka ke Uni. Soviet
hmgga ke Amerika Latin dan
tempat-tempat lain di dunia, suatu
arus perubahan global telah
meninggalkan otokrasi-otokrasi
politik. dan mengisolasinya.
Semenjak akhir 80an, sejumlah
besar negara di pelbagai belahan
dunia dan benua, telah melaksana-
kan reformasi, dan bergerak ke
arah kategori kemunculan dan
kemuncuolan kembali demokrasi,
dan memproklamirkan dukungan
terhadap HAM 1ntcmasmnai
dengan tulus. _

_ Pada akhir 80-an rmsalnya
Komite Helsinki di Polandia telah
mengumumkan bahwa isu-isu yang
berkaitan dengan ideologi akan

dikeluarkan dari kurikulu:i;n_ _
sekolah-sekolah, dan digantikan -
dengan nilai-nilai yang terkandung
dalam Universal Declaration of
Human Rights. Diantata rezim-rezim
baru yang terlibat dalam pem-
bangunan institusi dan konstruksi
demokrasi, banyak yang ber-
pandangan bahwa pendidikan
HAM merupakan sarana penanglal
yang ‘tepat untuk mencegah
kambuhnya kembali kecende:
tungan pelanggaran HAM. Tiga
puluh lima negara yang menan-
datangani Persetujuan Helsinki
pada tahun 1975 misalnya, telah
menyatakan niat mereka agar pada
dekade terakhir dari abad ke-20;
sekolah-sekolah dan institusi-
institusi pendidikan didorong unfuk
mempertimbangkan penyebat:
luasan nilai-nilai HAM dan ke-
bebasan kebebasan fun_damenta_i
dalam kurikulumnya. s
Bagi sebagian kalangan yang
kurang mendalami bagaimana
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. kondisi di negara Uni Soviet yang
" sekarang telah mengalami’ dis-

" integrasi, tidak akan terbayangkan

- peristiwa- pensuwa semacam

_-pemndas an terhadap agama,

" pengingkaran tethadap kebebasan
berkumpul, dan peianggaran

B -'ﬁterhadap hak-hak warga negara
- minoritas. yang ter]adl ketika itu. -
0 Pada [intinya, saat itu tidaklah
- terbayangkan berapa lama’ tefor-

- masi Uni Soviet harus dilaksanakan

sebelum rakyatnya-dapat menik-
mat -hak-hak ‘dasar yang menjadi
haknya.-;'_-_ y s
D tingkat internasional,
regional, dan domestk, semenjak
pendirian Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) pada tahun 1945,
kuatnya penghormatan terhadap
HAM ditandai dengan ditetapkan-
nya berbagai instrumen HAM,
baik ‘dalam tingkat Perserikatan
Bangsa-Bangsa, tingkat regional,
dan tingkat domestik.

I’olit_.ik...?e_nyelesaian Pelang-
garan HAM di Indonesia .

Disampmg menetapkan
* Perubahan Kedua UUD 1945,
dalam Sidang Tahunan pertama
tahun 2000 MPR juga melakukan
pembabasan tethadap Laporan
Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi
Negara dalam melaksanakan

:_'GBHN dan Ketetapan ketetapan
* MPR. Hal ini tertuang dalam

Ketetapan MPR Nomor VIII/

MPR/2000 tentang Laporan

Tahunan Lembaga- Lemb__aga
Tinggi Negara pada Sidang
Tahunan Majelis Permusyawaj}étan
Rakyat Republik Indonesia Tahun
20007 Dalam Ketetapan ini,

_' khususnya yang berkaitan dengan
'HAM, MPR membenkan catatan

sebagai berikut:” ;
“Penyelesaian Kasus-kasus: Pe«
langgaran Hak Asasi Manusia
Penyelesaian kasus-kasus pelang-
garan Hak Asasi Manusia masth
tetkesan lamban, diskriminatf; dan
belum tuntas sementara praktek-
praktek pelanggaran Hak Asasi
Manusia tetap berlangsung bahkan
setingkali tetjadi penyalahgunaan
upaya penegakan Hak Asasi
Manusia.”

Sehubungan dengan penilaian
tersebut, MPR kemudian menugas-
kan kepada Presiden untuk segera
menyelesaikan kasus-kasus pelang-
garan HAM secara serius dan adil.
Selanjutnya, pada tanggal 23
November 2000, sebagai peng-
gant Perpu Nomor 1 Tahun 1999,
ditetapkanlah UU Nomor 26
Tahun 2000 tentang “Pengadilan
Hak Asasi Manusia”. Salah satu
latar belakang pembentukan UU




- Nomor 26 Tahun 2000 ini sebagai-
mana tercantum dalam bagian
“Menimbang ialah bahwa pem-

" bentukan Pengadilan HAM untuk

- menyelesaikan pelanggaran HAM
yang berat telah dinpayakan oleh

-+ Pemerintah berdasarkan Perpu
- Nomot-1 Tahun 1999 tentang

Pengadilan HAM yang dinilai ridak
memadai, sehingga tidak disetujui

. oleh DPR menjadi UU, dan oleh
. karena itu Perpu tersebut petlu

dicabut. Babakan selanjutaya
berkaitan dengan penugasan MPR
kepada Presiden untuk menyelesai-
kan kasus-kasus pelanggaran HAM
tersebut. Penugasan tersebut
kemudian sempat ditindaklanjut
oleh Presiden.

Komisi Kebenaran dan Rekon-
siliasi di Indonesia

Dalam pasal 48 UU Penga-
ditan HAM, penyelesaian petkara
pelanggaran FLIAM yang berat pada
masa lampau dapat diselesaikan
melalui mekanisme ekstra yudisial,
sebagaimana dinyatakan sebagai
berikut:

(1) Pelangparan hak asasi manusia
vang berat yang terjadi
sebelum berlakunya Undang-
undang ini tidak menutup
kemungkinan penyelesaiannya
dilakukan oleh Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi.
(2) Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi dibentuk dengan
Undang-undang, .
Dalam penjelasan umum
paragraf terakhir dinyatakan
bahwa: -
“Komisi Kebenaran dan Rekon-
siliasi dimaksudkan sebagai lembaga
exctra-yudicial yang ditetapkan
dengan undang-uadang yang ber-
tugas untuk menegakkan kebenaran
dengan mengungkapkan penyala.h.'—
gunaan kekuasaan dan pelanggamﬁ
hak asasi manusia pada masa
lampan. sesuai dengan ketentuan
hukum dan perundang-undangan
yang berlaku dan melaksanakan
rekonsiliast dalam perspektif
bersama sebagai bangsa ™.
Selanjutnya UU tentang
Komuisi Kebenaran dan Rekon-
sthiasi tidak mengatur proses
penuntutan, tetapi lebih terfokus
pada pengaturan mengenai proses:

1. pengungkapan kebenaran;
2. pertimbangan amnest;

3. pemberian kompensasi, res-
titusi, dan atau rehabilitasi
kepada korban atau keluarga
korban yang merupakan ahli
warlsnya, yang kesemuanya ini

diharapkan akan membuka
jalan bagi proses rekonsiliasi.




o Berka1tan dengan mekamsme
_'_"_.ker]anya antata lain dmyatakan

B -'bahwa berdasarkan fakta fakta

yang ditemukan oleh Kom151
-~ diidentifikas plhak yang: harus

B ;_bertanggung jawab atas terjad_tnya

- pelanggaran HAM berat yang
- tetjadi pada masa sebeium bet-
T lakunya uu N omot 26 TahunZOOO

o tentang: Pengadiian Hak A3331_
_. '._'_Manusm '

o Apablla peiaku mengakul
kesalahan, mengakui kebenaran
fakta fakta ,menyatakan penyesalan
atas pexbuatannya dan bersedia
merminta maaf kepada korban atau
keluarga korban yang merupakan
ahli warisnya, maka pelaku pelang-
garan HAM berat yang terjadi pada
masa sebelum berlakunya UU
Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadﬂan Hak Asasi Manusia
dapat mengajukan amnest kepada
Presiden selaku Kepala Negara.
Apabila permohonan amnesti
tersebut beralasan, Presiden dapat
menerima permohonan tersebut,
dan kepada kotban hatus diberikan
kompensasi sebagai gant kerugian.
Namun, apabila permohonan
amnesty ditolak, maka kompensasi
tidak diberikan oleh negara, dan
perkaranya ditindaklanjud untuk
diselesaikan berdasarkan ketentuan
UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dalam baglan berlkumya UU
menyatakan bahwa apabila pelaku
dan korban . sahng memaafkan
rekomendasi pemberian amnesti
otomatis dibetikan oleh Komisi

'iKebenaran dan Rekons111a51

Namun apabila pelakn mengakui
kesalahan ‘mengakui kebenaran

fakta—fakta menyatakan penyesalan

“atas perbuatannya dan bersedia

meminta maaf kepada kosban atau
keluargakorban yang merupakan
ahli warisnya tetapi korban atau
keluarga korban yang merupakan
ahli warisnya tidak bersedia
memaafkan, maka untuk memutus-
kan rekomendasi pemberian
amnesti Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi harus bisa otonom
serta obyektif tanpa terpengaruh
oleh emosi korban atau keluatga
korban yang merupakan ahli
watisnya. Namun demikian, apabila
pelaku tidak bersedia mengakui
kebenaran dan kesalahannya serta
tidak betrsedia menyesali per-
buatannya, maka pelaku pelang-
garan HAM berat tersebut harus
diajukan ke Pengadilan HAM Ad
Hoc.

KKR Upaya Ekstra Yudisial dari
Hukum Legal di Masa Men-

datang

Komisi kebenatan dan rekon-
siliasi dapat menjadi jawaban bagi




'pemantapan persatuan dan ke-
satuan nasional untuk membangun
masa depan yang baru, dengan
rn__elup akan masa lalu dan menatap
masa depan, Metode ini telah
banyak’ digﬁnékan oleh beberapa
negara di-dunia selain di Afrika
Selatan. yang memang sangat
: berhasﬂ mengembangkan pola

s '_ penyelesmanml Setelah i banyak

.melakukan 1nvest1g331 terhadap
pemerintahan terdahulu dalam
kerangka trapsisi pemetintahan
militer ke pemerintahan demo-
kratis. Argentina pernah mendiri-
kan komisi kebenaran untuk orang-
orang hilang pada tahun 1983
(National Commission on Disappeared
People). Chile mendirikan Chile
National Commission of Truth and
Reconciliation pada tahun 1990.
Lithuania mendirikan hal yang sarna
pada tanggal 17 Desember 1991,
dimana komisi ini dibentuk oleh
parlemen (The Parliamentary
Commission). Jerman setelah unfikasi
mendirikan Erguete-Kommission sur
Asfarvertung von Geschiche, undfolen
der SED- Diktatur in Deutschland,
Uruguay mendirikan lnvestigate
Commission on the Situation of
Disappeared People and its Canses,
pada tahun 1985 melalui patlemen.
Honduras mendirikan National

Commissioner for the Projection of
Human Rights. Berbeda dengan ke
semua negata di atas yang dibentuk
sendiri oleh negara yang ber-
sangkutan, di EI Salvador komisi
serupa didirikan oleh panel
Internasional dengan nama
International Panel for Ll Salvador,
pada tahun 1992, :
Transisi rezim ototiter menuju
rezim yang bebas dan demokratis
dalam berbagai belahan dunia.
tersebut. menyiratkan keinginan
untuk menciptakan suasana ke-
pemerintahan vang baik dan
demokratis (good and democratic
Sovernanee). Dalam kerangka polidk
hukum penegakan terhadap
pelanggaran HAM berat, tmbul
wacana untuk penerapan pauwishment
(penghukuman) atau impunity
(pengecualian dari hukuman)
terhadap pelanggaran HAM berat
dalam pemezintahan transisi
tersebut. Dalam kerangka ini maka
melahirkan perdebatan mengenai
keadilan transisional”. _
Komisi Kebenaran dan Re-
konsiliasi pada dasarnya memiliki
fungsi utama yaitu untuk investigasi
pelanggaran HAM di masa lalu.
Priscilla Hayner, seorang ahli
dalam komisi kebenaran di
Amerika Serikat, mendefinisikan

empat element penting dalam




- mcmbcnkan penugasan teihadap
 Komisi: Kebenamn yang ak'm
- . dlbentulx, yaitu: :
1. Komisi Kebenamn terfokus
o "'-'padq masa lampau e
2:"'.-*_'Komzsi Kebenaran tidak
~* berkonsentrasi padaj penstzwa
" khusus di masa lalu akan tetapi
- untuk melukiskan keseiuruhan

'gambaraﬂ tentang pelang—_

e i{gamn HAM pada suatu masa
3. Komisi Ixebenar'm bcrdm
* untuk menetapkan suatu masa
" lalu dan menetapkan masa
akhir (rentang waktu) sampai
mandat selesai, biasanya
 "dengan kepatuhan untuk
melaporkan segala temuan.
4. Komisi Kebenaran harus
~ didukung oleh ototitas yang
jelas atau pemberian mandat
yang tegas.

'Konsep komisi Kebenaran
dan Rekonstliasi di Afrika Selatan
adalah suatu konsep yang diguna-
kan oleh umat Kristiani yang disebut
dengan pengampunan dosa. Hal
yang terpenting dalam menjalankan
tugas komisi kebenaran dan
rekonsiliasi adalah dalam upaya
menemukan fakta. kapan, dimana,
stapa pelakunya dan stapa kotban-
nya. Dalam Komisi seseotang
memberikan kesaksian atau
pengakuan tentang kejahatan yang

- pernah*dilakukan dengan meng- :

ungkapkan secara lengkap dan
detail, atas pengungkapan, tersebut
seseotang dibetikan amnesty’ atau
pengamipunan, sebagai hadiah atas
pengungkapan kebenaran.Hal
inilah yang menjadi dasar 1ah1rnya
sebuah tatanan baru dalam kerang—
ka rekonsiliasi (Remmz/zatzoﬂ)
Penyeiesaian perkara peiang—
garan HAMyang berat yang ter]adl
pada masa lampau melalui Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah
upaya untuk penerapan keadilan
restoratit (Restorative Justice).
Keadilan restoratif dijadikan
kerangka dasar pengaturan korban
kejahatan, yang menuntut adanya
perubahan pemahaman bahwa
pelanggaran hukum pidana adalah
melanggar hak korban kejahatan,
disamping melanggar kepentingan
masyarakat dan negara. Pengakuan
eksistensi dan posisi hukum kotban
kejahatan dalam sistem peradilan
pidana adalah mekanisme penye-
lesaian konflik dengan memberikan
reslitusi, kompensasi dan tehabi-
litasi sebagai bagian dati hukum
pidana dan pemidanaan.
Pengakuan terhadap hak
korban adalah hal yang sangat
penting dalam penyelesaian perkara
pelanggaran MAM yang berat
dimasa lalu, dimana korban




- Namun.

o :-dxbeﬂkan kesempatan untuk
B liberbzcata dan menetima penjeiasan
= -..'tentang insiden yang: besar
r ':"-""'mencenal pelanggaran HAMyang
i 3"._ter}ad1 Metode ini telah ‘memanggil
'-"_-'nbuan ko,rban apatheld di Afnka

: : Selatan untuk berbicara tentang
o '-berbagal hals yang memmpa dirinya.

Untuk dtu dalam meneraphan _
. metode’ penyelesalan perkaza
i -pelanggamn HAM yang berat pada
 masa’ iampau tidak semua dapat

' dlselesalkan dengan Komisi ini.
~apapun . : metode
penyelesaian yang digunakan
“hendaknyz terap mengedepankan
untuk memberikan hak kepada
korban . kejahatan. - Dalam
diberikan batas qutu untuk
seseorang dapat bersaksi di Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi. hal ini
terkait dengan masa berakhirnya
tugas komisi. Selain itu juga hatus
ditetapkan batas waktu kejahatan
dilakukan atau tentang waktu
kejahatan tetjadi. Hatapan yang
cukup besar dari kelompok kotban
ternyata tidak begitu saja dapat
terwujud. Penyelesaian
pelanggaran HAM masa lalu
ternyata menyimpan berbagai
problem yang cukup rumit. Sejak
tahun 1998, desakan yang begita
besar dari kelompok korban terus

dari

.mengahr lr lembqg@ Iembaga-'.ﬂ_. »
terkait. Bahkan kelompok korban -

bersama elemen masyarakat lainnya
terus meiakukan berbagai kegiatan:
Dua kasus yang teiah ditangani oleh

'pengadﬂan HAM ad-hoc telah__'

menjadi. pertanyaan besar bagi -
banyak pihak tentang efektifitas

mekanisme  ini- untuk_-'_"-'
mendapatkan rasa kebenaran dan
keadilan bagi korban. Dahm'zj"_

pengadilan HAM ad-hoc untuk
kasus Timor Timur telah

menunjukkan hasil  yang

mengecewakan banyak kalangan,
khususnya kelompok korban, -
Beberapa orang yang berada dalam

tingkatan komando pada saat

kejadian tersebur dan diduga kuat

bertanggung jawab lepas  dari

tuntutan hukum. Hasil yang serupa

dialami oleh pengadilan HAM ad-

hoc untak kasus Tg Priok.

Belajar dari pengalaman bebc_mpfa

negara lain yang mengalami

masalah yang serupa serta melihat

peluang mendapatkan keadilan

melalui mekanisme peradilan,

wacana tentang KKR kemudian

muncul. Beberapa konsep dasar

KKR adalah; memberikan art

pada suara korban secara individu,

pengungkapan sejarah sebenatnya,
pendidikan dan pengetahuan
publik,

menuju  reformasi




L kelcmbqgaan mengembahkan hak
“korban serta ‘pertanggungjawaban
~ dari para pelaku. . Namun, ke-
~hadiran KKR sendiri dalam bentuk
REIGE mcndapqt qqmbutm yang
dmgm dari para kelompok korban:
'Wfihupun belum berjalan sampai
saat-ini, smyaiemen ketidak-
_'._'_percayaan sudah ‘terlihat dari
“berbagai _Lelo_mp_ok masyarakat.

. UUKKR sekarang memang dinilai

‘oleh banyak pihak menyimpang
darti konsep dasarnya.

- Terdapat beberapa masalah
yang sclama ini mewarnai proses
tersebut antara lain;

- Pertama, tidak adanya political
will dari pemerintahan yang
berkuasa. Banyak pihak yang
menilai bahwa pemerintah selama
ini tdak memiliki niatan yang serius
untuk melakukan penyelesaian
pelanggaran HAM di masa lalu. Hal
ini dapat tetlihat dengan jelas dalam
proses penyelesaian kasus Trisakd,
Semanggi I dan II. Seperti yang
telah dijelaskan sebelumnya, DPR
mempunyai peranan dalam mem-
berikan rekomendasi tethadap satu
kasus tertentu untuk dibawa ke

pengadilan HAM ad-hoc. Panita
Khusus (Pansus) DPR untuk
Tragedi Trisakti, Semanggi I dan 11
(I55) dalam kesimpulan akhirnya
menyatakan bahwa tidak terjadi

suatu pelanggaran HAM: yang _
berat dalam kasus TSS. Yang
menjadi pertanyaan banyak pihak;
DPR mengambil satu keputusan
tanpa melakukan satu proses
penyelidikan melainkan h__énya
melalui Rapat Dengar Pendapat
dengan berbagai pthak. Komnas
HAM mengecam keras tindakan
yang dilakukan oleh DPR. -

- Kedua, kebijakan yang mem-
perpanjang rantai impunitas. Masih
senada dengan masalah pertama,
kebyjakan yang dihasilkan oleh
pemerintahan yang berkuasa sejak
kejatuhan orde baru hingga saatini
magsih tetap menunjukkan kecen-
derungan untuk melakukan
praktek-praktek impunitas. Kridk
yang keras tentang UU No. 26/
2000 mulai berkembang sejak
melihat kenyataan bahwa banyak
pasal yang disalahartikan sehingga
memungkinkan para pelaku untuk
bebas. Kemudian, UU KKR yang
belum berjalan juga sudah men-
dapat kritik tajam dari berbagai
pihak. Kelompok korban merasa
bahwa UU ini telah memasung hak
mereka untuk mendapatkan
keadian.

Ketiga, kendala di sistem
peradilan diantara insititusi yang
berwenang, I{ondisi ini ditunjukkan
oleh kinerja dari Kejaksaan Agung




i '.jKe; 1

:__dalam menangam I\asus pelang-
- garan. HAM di Timor Timut.
. Komisi. Penyehdlkan terhadap :
N -'_Pelanggaran (KPP) HAM Lasus_

l'bf:}:apa hasﬂ penyehcﬁkannya yang

_'.'-_lxemuchan ]auh berbeda dengan
| tuntutan ‘yang dlhasﬂk’m oleh
o Agung, Alih- ahh dari -
i '.Ke}al\.saan Agung adalah alasan.
. politik, Terlebih 1ag1 dalam  proses

. 'pengadﬂan dangka]nya penuntutan

serta meraguhannya Lapasuas dari
para penuntut umum telah mem-
berikan hasil yang sangat jelas.
Sebagian besar dari pata terdakwa
dikemudian chputus bebas oleh
pengachlzm ‘atau pengadilan
banding. Kondisi ini memper-
lihatkan secara jelas bahwa masing-
masing institusi rneia_kuk_an inter-
pettasi masing-masing tethadap
satu proses penyelesaian kasus, baik
itu karena pertimbangan politik
maupun :
Keempat, usaha pembung-

kaman oleh para pelaku. Mereka

yang diduga terlibat atau menjadi

- pelakutentunya tidak tdnggal diam

saat mereka akan diajukan dalam
sebuah proses hukum. Mereka
kemudian mencari berbagai cara
untuk menghambat terjadinya

proses peradilan tersebut. Selain
melalut teror atau intimidasi,

mereka juga melakukan pende-
katan kepada kelompok korban

dengan Aming-iming materi.

-Apalag1 mayotitas. keiompok
korban berasal dari- kelompok-'_:_
'masyarakat menegah ke bawah.

Sebagai salah satu contoh kasus'
adalah proses ishlah antara

proses peradilan dimana banyak

diantara korban yang kemudian -

menarik tuntutan mereka serta

menolak mengakui BAP (Berita
Acara Pemeriksaan) yang pernah.

dibuat. -

Islah Pada Umumnya

Penyelesaian petkara pelang-

garan hak asasi manusia yang terjadi

pada masa lampau bukanlah hal

-.bcberapa orang yang diduga aepem_'- g
Try Suttisno dengm sejumlah o
korban dalam peristiwa Tg, Priok. -
Proses ini kemudian berimbas pada.

yang mudah. apalagi apabila
penyelesaian tersebut dilakukan

dengan mekanisme yudisial atan’

membawa pelaku ke pengadilan.
Kesulitan yang mungkin akan
ditemui adalah pengumpulan
bukti-bukti dalam hal ini termasuk
saksi, korban ataupun barang bukt
yang akan dijadikan bahan untuk
menjerat pelaku. Juga penyelesaian
melalui KIKR belum menunjukkan
tanda-tanda akan berhasil. Oleh




. '-:'_:l‘.arena 1tu mehhat ‘Danyaknya
‘kendala yang ada dalam upaya

o '.penyelesalan pelanggaran HAM

~nampaknya petlu dipikirkan upaya—
upaya terobosan untuk mengisi
~ruang kosong yang ada sélama ini.
- -Salah satu model penyeiesaxan

'peianggaran HAM ini adalah

o ‘melalui mckanisme Islab. -
- Isniah islahi ini termuat daiam

:- ..:'.;:kltab suci umat Islam yaitu Al-

SRR -Qur.af_n dalam surat Al Hujurat

Ayat® (10) yang berbunyi:
“Sesunguhnya orang-orang muk-
min adalah bersaudara maka
damaikanlah antara kedua saudara-
mu dan bertagwalah kepada Allah
supaya kamu mendapat rahmat.”
Selain itu dalam hukum Islam
dikenal juga apa yang dinamakan
gishash. Atau pembalasan ter-
hadap ‘pelaku tindak pidana.
Namun pelaksanaan gishash dapat
ditiadakan bila ada pemaafan dari
korban atau ahli waris korban.
Sebagaimana tertuang dalam kitab
suci Al Quran Surat Al-Bagarah
Ayat (178) yang betbunyi:
“Hai orang-orang beriman di-
wajibkan atas kamu gishash yang
berkenaan dengan orang -orang
yang dibunuh, orang merdeka
dengan orang merdeka, hamba
dengan hamba, wanita dengan
wanita. Maka barangsiapa yang

mendapat suatu pemaafan dan _
saudaranya, hendaklah (yang
memaafkan) menglkutl dengan
cata'yang baik dan hendaklah (yang
dibeti maaf) membayat (diat)
kepada yang membeti - maaf
dengan cara yang baik pula’ yang
demikian itu adalah suatu ke:cinga«
nan dari Tuhan kamu dalam suatu
tahmat. Barangsmpa yang me-
1ampm batas sesudah itu maka bagi
siksa yang sangat pedih”. :
Juga dalam Piagam Ma&nah
Pasal (21) dikatakan, ‘Bax’mgsmpa
membunuh orang Islam taﬂpa
alasan cukup harus mendapat
balasan yang setimpal (gishash),
kecuali kelurganya ikhlas atau
menerima tebusan (diat)” "
Tentang diat dijelaskan dalam
sebuah Hadist:
“Dan Abu Bakar Bin Muhammad
Bin Hazim dan ayahnya dan
kakeknya ra: Bahwasanya Nabi
s-a.w. Berkata; Sesungguhnya yang
membunuh orang mu’min dengan
sengaja, maka ia dikenakan
hukuman mati, kecuali wali yang
dibunuh itu rela dan tebusan jiwa
itu ialah atas seratus unta.
(diriwayatkan oleh Abu daud).
Pada Hadits yang lain, yaitu
dart Ibnu Mas’ud r.a. dati Nabi
s.a.w. beliau besabda: “Tebusan

kesalahan itu dua puluh unta umur




= ::'_ﬁ_empflt mhun dua puluh unta umur

. E hma tahun duq puiuh unta betina
..ﬁ_ﬁmur satu tahun masuk tahun

. - kedua, dua puluh unta betina urnur
R ::dua tahun masuk tahun ketiga, dan
- dua puluh unta’ jantan umur dua

_ 'tahun masuk tahun ketiga.’ (
. ,;dlriwayat}\.an oleh abu daud dan

: : Tarm,m)

: .Ishlah pada kasiis Priok

Pada saat kasts ‘priok sedang
dle1d1ngkan telah’ dilaksanakan
ishlab, antara para korban atau
keluarga korban dengan beberipa
mantan anggota TNI yang di-
anggap teglibat dalam kasus priok
baik secata langsung maupun tidak

“secara langsung. Prakarsa ishlah ini

“diambil oleh Bapak Try Soetrisno,
yang pada saat terjadinya peristiwa
priok sedang menjabat Pangdam V
Jaya. Dimana setelah melalui 10 kali
pertemuan, lahirlah kesepakatan
ishlah yang dibuat tertuls.

-+ Pertanyaannya apakah ishlah
yang dibuat tersebut dapat meng-
gugurkan pertanggungjawaban
pidana?

Secara teoritis apa yang di-
lakukan oleh Try Sutrisno bukanlah
sekedar Zsfzh. melainkan telah
mengarah pada af wun. Hal ini
dikarenakan dalam pertemuan
antara korban ataupun zhli watisnya

rekan,
: pcmaafan dari ahli waris korban dan

dengan Try Suttisno dan rekan-

terdapat pf_rnqu'an o

korban peristiwa Tanjung Priok.

-Daiam_ Islam perilaku afpwn ini -

dinyatakan dalam Al Qur’an Sur_z_xh_

al- Béqalah ayat 178 (Qs. 2:178),

sepem telah dikugp diatas.
- Jadijelaslah bahwa pemaafan

terhadap Gishash harus disertai
' -de_r;ga_n_ pemberian. _dly‘lt kepada -

korban atau keluarga korban. selain
itu dalam tindakan afwun harus
memenuhi rukun dan syarat yang
telah digariskan. Menurut para
fagaba atau ahli figh, rukun afwun
adalah pernyataan ahli waris
korban pembunuhan yang menun-
jukkan pemberian maaf kepada
pelaku pembunuhan. Pengucapan
lafal yang dimaksud tidak di-
haruskan dalam lafal tertentu, akan
tetapi yang menunjukan pemberian
maaf, seperti “sava maafkan dia”,
“saya gugurkan gishash darinya”,
dan “saya bebaskan dia”. 4
Sedangkan syarat afwwn
menurut para fuqaha adalah orang
yang memberikan pemaafan sudah
baligh dan berakal, serta pemaafan
diberikan oleh orang yang berhalk
memberikan maaf. Mengenai orang
yang berhak memberikan maaf
terdapat perbedaan pendapat
mahab Maliki dengan jumhuru-
lama figh lain, Maliki berpendapat




_ "b_"z_i_h:\:ya_'yzing berhalk hzinyalah._ahli

waris laki-laki vang berstatus.

ashabah saja | sedangkan jumhur
ulama figh yang lain bespendapat
“semua ‘ahli waris yang terbunuh
“baik faki-laki maupun perempuan.
Maka jelaslah bahwa rukun ‘dan
syarat afiwsir dalam Islam, sedang-
“kan perilaku yang dilakukan oleh
Tty Sutrisno dengan para kotban
clan ahli warisnya tersebut harus
“memenuhi persyaratan tersebut.
 Perilaku yang dilakukan para
pihak tersebur tidak menghapuskan
pidana yang telah dilakukan, karena
berdasarkan peraturan perundang-
undangan vang berlaku perbuatan
tersebut, penvelesaiannya telah
ditentukan mekanismenya. Sehing-
ga perbuatan tersebut tidak
menghentikan proses peradilan
yang hendak diterapkan pada
pelaku pelangparan HAM berat
dalam peristiwa Tanjung Priok
1984. Namun perbuatan tersebut
dapat saja diajukan oleh para pihak
sebagai hal yang dapat meringan-
karhukumannya. Hal ini dikarena-
kan mekanisme penyelesaian
terhadap pelanggaran HAM berat

pada masa lampau telah secara
definitif ditentukan oleh Undang-
undang, termasuk mekanisme
ekstra yudisial. Oleh sebab itu apa
yang dilakukan para pihak tersebut

adalah tindakan yang beérsifar
politis yang coba dibingkai dalam
wacana hukum. Dalamn hal ini hanya
menyelesaikan secara politis
berdasarkan syariat Islam, akan
tetapi tdak menyelesaikan sécara
hukum positif. Dimana islah terse-
but disejajarkan dengan keberadaan
KKomisi Kebenaran dan Rekon-
siliasi sebagaimana disebutkan
dalam UU No.26 tahun 2000,

Berangkat dari ishklah yang
terjadi pada kasus priok, nampak-
nya perlu untuk dipikitkan agar
mekanisme penyelesalan pelang-
garan HAM melalui ishlah dapat
digkomodir dalam sistem hukum
kita, khususnya dalam UU Penga-
dilan HAM yang akan datang. Hal
ini penting, agar ada kepastan bagi
semuapihak dalam memahami dan
mempersepsi ishlah, Baik itu apatat
penegak hokum, korban, dan
pelaku pelanggaran HAM. Hen-
daknya jupa diatur secara lebih
detail tentang pelaksanaan islah
dalam penyelesaian pelanggatan
HAM. Misalkan diatur tentang
hakdan kewajiban dari pata
pembuat islah, kedudukan dan
kekuatan hukum dari ishlah, dan
lain-lain.

Penyelesaian perkara pelang-
garan hak asasi manusia yang terjadi
pada masa lampau bukanlah hal




yang mudah apalagz apabila
: '_'penyeiesman tersebut dilakukan

: _'.'dengan mekamsme yudisial atau

_membawa pelaku ke pengadﬂan

" Kesulitan yang mungkm akan

'Edltemm adalah pengumpulan
= _bukn buktl dalam hal ini termasuk
' : ban ataupun barang bukt

f.yang kaﬁ' di}achkan bahan untuk

L rnen]éi:atpelaku Kesuhtan tersebut

"'hendaknya dapat dielimir dengan

‘tetap melihat pelanggaran hak asasi

manusia yang telah terjadi tersebut
sebagai ajaran bagi seluruh bangsa
untuk tidak melakukan hal yang
sama dimasa mendatang,

Penutup

Dari pemaparan di atas,
terlihat jelas bahwa harapan untuk
menyelesaikan pelanggaran HAM
di masa lalu semakin jauh dari
kenyataan. Mekanisme yang dibuat
oleh pemerintah justru terkadang
menjadi proses impunitas bagi para
pelaku. Problematik yang meng-
hadang proses tersebut begitu
banyak dan sangatlah politis.

Daftar Pustaka:

1. Agenda Rakyat untuk Menegzak-
kan Keadilan (Jakarta, JKB,
ELSAM dan TRIS, 2002,

2. Cohen, David, alih bahasa oleh
Aviva Nababan, Dimaksud-

Kekuatan politik yang berkuasa di .-
Indonesia tidak memiliki/ rmmpu' :
untuk mendorong upaya penye- |

lesaian pelanggaran HAM di masa

latu sebagm salah satu syarat proses -
transisi .sistem_ya_ng:otoritaria:ﬂ :
menuju ke proses demokratis.
Kelompok kotban dan masyarakat

membutuhkan qfltu texobown--'

untuk mendapatkan kembali
keadilan .Salah satu terobo‘;an.
tersebut adalah Ishlah. Dan : agar
keberadaan mekanisme ishlah ini
dapat dijadikan alternative
penyelesaian pelanggaran HAM,
petlu kiranya ishlah ini diakomodir
dalam UU Pengadilan HAM yang
akan datang. Karena pada
kenyataannya ishlah ini telah pernah
digunakan oleh para pelaku dan
korban kasus priok. Dan ishlah
tersebut juga telah dijadikan alasan
yang meringankan hukuman oleh
Majelis Hakim kasus priok. Dan
realitas ini tidak bias diabaikan
begitu saja. Karena nasib para
korban tidak boleh dibiatkan
menggantung terus.

kan Supaya Gagal (New
York, ICJT, 2004).

3. Junaedi, Ishlah (Impunity Tak
tentu Arah) Tanjung Prick
Ala try Sutrisno Dkk Diantara




s 'Mekﬂﬂlsme Penyelesalaﬂ
S Ekstra Yudisial Dalam
e ._:-Undmg*Undang 26 Tahun

2006, (_]akarta Mappi

S0 0004),
4 RomhAn‘nasasrmta Pengadﬂan

© Hak asasi Manusia dan
Penegakannya di Indonesia,
(Jakarta, BPHN Depkeh
' I—IAM 2002)> - '

5 Satya Arlnanto Korms1 Ke-

ok

7. TAP MPR No VIII/ Tahun

" benaran Dan- Rekonsxham '

" Permasalahan Dan Prospek_

- Pembentukannya Di Indo- |

“wonesia, (- BPHN Depkeh
CHAM, 2003) nin

6. Suar Vol SNO 08&09 UU

KKR Efekt{ﬂcah?’ g akarta
Komnas I—IAM 2004) o

- 2000.

8. UUNo. 26/' Tahun 2000




